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RINGKASAN 

 

Dalam penelitian ini menerapkan 2 rumusan masalah yang bertuliskan 

bagaimana upaya pencegahan dan penangguhan penyalahgunaan obat obatan 

terlarang yang diatur dalam UU nomor 35 tahun 2009 dan Bagaimana peran apparat 

penegak hokum dalam mengatasi penyalahgunaan obat-obatan terlarang sesuai 

dengan ketentuan UU Nomor 35 tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tentang penyalahgunaan obat-

obatan terlarang dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 

Mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan obat-

obatan terlarang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009. Dengan latar belakang 

masalah mengkaji secara yuridis mengenai penyalahgunaan obat-obatan terlarang 

berdasarkan perspektif UU Narkotika. Hal ini penting dilakukan untuk memahami 

pengaturan hukum terkait penyalahgunaan narkotika, serta upaya-upaya yang dapat 

dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi 

permasalahan ini. 

Penelitian ini melakukan metode penelitian normatif. Metode penelitian 

normatif merupakan jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

hukum. Metode ini menitikberatkan pada analisis norma hukum tertulis dan tidak 

tertulis. Tujuan penelitian metodologi normatif adalah untuk menyelidiki dan 

menafsirkan norma hukum serta mencari solusi terhadap permasalahan hukum yang 

ada. Dengan ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis mendalam terkait 

pertanggungjawaban obat obatan terlarang dalam konteks narkotika yang berujung 

pada kerugian bagi pecandu. Dan analisis data dilakukan dengan menggunakan 

metode analisis normatif. 

Hasil kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam konsep 

penyelesaian kasus obat-obatan terlarang sebagai tindak pidana psikotropika 

menjelaskan bahwa terdiri dari beberapa aspek aspek yang terhubung kearah 

penyelesaian kasus obat-obatan terlarang. Kasus tindak pidana psikotropika, seperti 

obat-obatan terlarang, memerlukan penyelesaian melalui berbagai aspek yang 

saling terhubung, meliputi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan 
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rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 

dasar hukum utama, diatur bersama dengan peraturan pemerintah, konvensi 

internasional, dan undang-undang terkait untuk pengendalian dan pencegahan 

narkotika. Secara keseluruhan, penanganan kasus obat-obatan terlarang 

memerlukan koordinasi yang erat antar berbagai lembaga dan tahapan hukum yang 

jelas untuk mencapai tujuan penegakan hukum dan rehabilitasi. 

Kata kunci: Obat-obatan terlarang, Undang-undang, Narkotika 
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ABSTRACT  

In this study implemented 2 formula problems that describe how the 

prevention and suspension of illicit drug abuse efforts regulated in the Law No. 35 

of 2009 and How the role of the law enforcement apparatus in tackling the illicit 

drugs abuse in accordance with the provisions of the Law Number 35 of 2009. The 

aim of this study is to analyze the legal provisions regulating the illicited drug 

abuses in the Act No.35 of 2009 on Narcotic Drugs and Evaluate the effectiveness 

of the implementation of legal sanctions against illicit medicines abuse under the 

law No. Against the backdrop of the issue of jurisprudential examination of the 

abuse of illicit drugs from the perspective of the Narcotic Drugs Act. It is important 

to understand the legal framework relating to drug abuse, as well as the efforts that 

governments and the public can make to prevent and address this problem. 

Normative research method is a type of research method used in legal 

research. This method focuses on the analysis of written and unwritten legal norms. 

The purpose of normative methodology research is to investigate and interpret the 

legal norm and find solutions to existing legal problems. With the scope of this 

research covering in-depth analysis related to liability for illicit drugs in the context 

of narcotics that ends in damage to addicts. And data analysis is done using methods 

of normative analysis. 

The conclusion of this study explains that in the concept of settling a case 

of illicit drugs as a psychotropic crime, it explaines that it consists of several aspects 

linked to the settlement of a prohibited drug case. Psychotropical criminal cases, 

such as drugs, require settlement through various interconnected aspects, including 

investigation, prosecution, trial in court, and rehabilitation. Law No. 35 of 2009 on 

Narcotic Drugs is the main legal basis, regulated along with government 

regulations, international conventions, and related laws for drug control and 

prevention. Overall, dealing with illicit drug cases requires close coordination 

between the various institutions and clear legal stages to law enforcement and 

rehabilitation goals. 

Keywords: illicit drugs, law, narcotics 
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MOTTO  

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 

selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk ursan yang lain). 

Dan hanyalah kepada TUHAN mu lah engkau berharap” 

(QS. Al-Insyirah, 6-8) 

 

“Minta pertolongan dengan sabar dan shalat. Sesungguhya ALLAH Bersama orang-orang 

yang sabar “ 

(QS. Al-Baqarah, 153) 

 

“Pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk 

merubah dunia” 

(Nelson Mandela) 
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